








































































































PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 

DINAS  PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 
Alamat : Jalan Siti Armilah No. 8 Telp. (0233) 281152 Fax (0233) 281152  

Email : dinasperdagangan@majalengkakab.go.id 
MAJALENGKA 45419 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

KABUPATEN MAJALENGKA  

 

NOMOR :   01 TAHUN 2024 

 

TENTANG  

 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  PEMERINTAH (LAKIP)  

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  

KABUPATEN MAJALENGKA 

TAHUN ANGGARAN 2023   

 

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

KABUPATEN MAJALENGKA 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati 

Majalengka Nomor 71 Tentang Pedoman Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten 

Majalengka Pasal 13 yang Menyatakan Bahwa Setiap 

Perangkat Daerah harus Menyusun Laporan Kinerja 

yang disampaikan Kepada Bupati Melalui Sekretariat 

Daerah Paling Lambat 2 (Dua) Bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. Maka dalam hal ini perlu dibentuk 

Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 di Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a di atas, Tim Penyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka 

Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 

 

 

 

Mengingat : 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 



 
 

mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ( embaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Beriata Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 



 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tetang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312) ;  

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 

2005 - 2025; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran 

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 

kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2019 Nomor 12). 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2022 Nomor 4) 

14. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 

PR.02.01/KEP.962-BAPPEDALITBANG/2023 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2023 

 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

 

KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Majalengka Tahun 2023 dengan susunan personalia 

sebagaimana dalam lampiran I Keputusan ini. 



 
 

KE DUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU 

adalah : 

a. Mengumpulkan dan Menyiapkan bahan bahan untuk 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Majalengka Tahun 2023 

b. Menganalisis dan Mengolah data sebagai bahan penulisan 

dan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Majalengka Tahun 2023 

c. Menyusun materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Majalengka Tahun 2023 

d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023 

e. Melaksanakan Pendistribusian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Majalengka Tahun 2023 

f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka 

Tahun 2023 kepada Kepala Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Majalengka 

 

KE TIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. 

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

Ditetapkan        :       Majalengka 

Pada Tanggal   :       08 Januari 2024 

 

  

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Majalengka 

 

 

 
 

H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos, M.P 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19711202 199202 1 001 

 

 

 

 



 
 

 

 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN 

                        DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN   MAJALENGKA  

    Nomor  :       01 Tahun 2024 

   Tanggal  :       08 Januari 2024 

    Tentang  : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN  

                                              AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  

                                              (LAKIP) DINAS PERDAGANGAN DAN  

                                              PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA 

 

NO. KEDUDUKAN DALAM TIM  KEDUDUKAN DALAM DINAS 

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Majalengka 

2. Ketua : Sekretaris Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Majalengka 

3. Sekretaris : Fungsional Perencana  pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Majalengka 

4. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan 

Perdagangan pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Majalengka 

   2. Kepala Bidang Pasar pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Majalengka 

   3. Kepala Bidang Kemetrologian dan 

Tertib Niaga 

   4. Kepala Bidang Perindustrian 

   

   Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Majalengka 

                                 

 

 

 

H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos, M.P 

                              Pembina Utama Muda 

         NIP. 19711202 199202 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN 

                        DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN   MAJALENGKA  

    Nomor  :   01 Tahun 2024 

   Tanggal  :   08 Januari 2024 

    Tentang  : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN  

                                              AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  

                                              (LAKIP) DINAS PERDAGANGAN DAN  

                                              PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA 

 

 

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  

TAHUN ANGARAN 2023 

 

a. Penanggungjawab: 

1. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data 

yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun  Anggaran 2023 

2. Membantu Bupati dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 

2023 

 

b. Ketua Pelaksana : 

1. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 

2. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Bidang Penyusun materi 

3. Memfasiltasi pelayanan dalam mendukung pelaksanaan 

pekerjaan bagi seluruh Bidang penyusun materi 

4. Menysun jadwal Kegaiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Majalengka Tahun Anggaran 2023 

5. Menyusun renacana kebutuhan biaya kegiatan Penyusunan 

Kegaiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 

Anggaran 2023 

6. Menyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka 

Tahun Anggaran 2023 

 

 

c. Sekretaris : 

1. Membantu ketua pelaksana dalam pengumpulan bahan dan data 

dari bidang terkait untuk bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023 



 
 

2. Membantu Ketua dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023 

3. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang 

dituangkan dalam buku Penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023 

 

d. Anggota  

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan LAKIP Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 

2023 

2. Membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinasikan 

Penyusunan LAKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Majalengka Tahun 2023 

3. Membantu ketua  dengan menyediakan data yang diperlukan 

dalam rangka Penyusunan Penyusunan LAKIP Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 

2023 

 

                                 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Majalengka 

                                  

 

 
 

H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos, M.P 

                             Pembina Utama Muda 

        NIP. 19711202 199202 1 001 



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 

DINAS  PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 
Alamat : Jalan Siti Armilah No. 8 Telp. (0233) 281152 Fax (0233) 281152  

Email : dinasperdagangan@majalengkakab.go.id 
MAJALENGKA 45419 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

KABUPATEN MAJALENGKA  

 

NOMOR :   02   TAHUN 2024  

 

TENTANG  

 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  

KABUPATEN MAJALENGKA 

TAHUN ANGGARAN 2023   

 

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

KABUPATEN MAJALENGKA 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu 

disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka 

Tahun 2023; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a di atas, Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023 perlu 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian. 

Mengingat : 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 



ii 
 

lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ( embaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Beriata Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 



iii 
 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tetang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312) ;  

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 

2005 - 2025; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran 

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 

kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2019 Nomor 12). 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Majalengka 

Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2022 Nomor 4) 



iv 
 

14. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 

PR.02.01/KEP.962-BAPPEDALITBANG/2023 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2023 

 

  

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

 

KE SATU : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  

Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Majalengka Tahun Anggaran  2023; 

KE DUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka 

merupakan laporan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2023; 

KE TIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka 

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini; 

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 

Ditetapkan        :       Majalengka 

Pada Tanggal   :        29 Januari 2024 

 

 

    

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Majalengka 

 

 

 

H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos, M.P 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19711202 199202 1 001 

 



Dokumen LKIP di share pada grup WA Perangkat daerah 

 


